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Bundaran Permata Hijau alamat Jl. Raya Rancaekek Kec. Rancaekek Kab.
Bandung, telah berangkat perwakilan massa buruh dari PPB-KASBI Kab.
Sumedang dengan tujuan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Aksi
Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat terkait Penolakan TAPERA
(Tabungan Perumahan Rakyat)

Keberangkatan tersebut dipimpin oleh Sdr. SLAMET PRIYANTO (Koordinator
KASBI Bandung Raya) dan Sdr. USEP PERWARA (Pengurus PPB KASBI PT.
Kahatex) serta Sdr. DEDI ROHENDI (Ketua PPB KASBI PT. Ewindo) dengan
jumlah perwakilan massa sebanyak  30 orang dengan menggunakan kendaraan
R4 Pribadi (No.Pol: D-1435-MZ dan D-1884-AD) dan R2 sebanyak sebanyak 10
Unit 

Adapun isu yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut :
1). CABUT Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan
Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
2). CABUT Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
3). TETAPKAN pengaturan upah untuk pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih (satu tahun keatas)

Bahwa keberangkatan perwakilan massa buruh dari KASBI Kab. Sumedang
dengan tujuan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Intruksi Aksi unjuk
rasa Aliansi/Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat yang
sebelumnya dilakukan rapat pengkajian yang memutuskan akan mendorong
pihak DPRD Provinsi Jabar untuk menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan menolak Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor


